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ABSTRAK 
 

Tidak ada perbedaan antara imam Asy-Sya>fi’i > dan kompilasi Hukum Islam 
(KHI) di Indonesia, dalam hal kebolehan seorang lelaki menikahi seorang wanita 
hamil dari hasil hubungan gelap (zina).  

Selanjutnya, jika antara keduanya telah melakukan akad nikah, kemudian 
melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut, menurut imam Asy-Sya>fi’i>, jika 
anak yang lahir kurang dari 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan 
dengan orang tua lelakinya. Sedangkan menurut KHI, anak yang lahir dari atau dalam 
perkawinan yang sah, maka dapat dihubungkan nasabnya dengan  laki-laki tersebut.  

Oleh karena itu, anak hasil zina menurut imam Asy-Sya>fi’i> tidak memiliki 
hubungan nasab dengan bapak zinanya, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang 
melanggar aturan agama. Maka sesuatu yang melanggar aturan agama tidak akan 
diakui oleh agama, karena anak hasil zina adalah merupakan anak yang dihasilkan di 
luar aturan agama, dalam hal ini, maka ayah zinanya atau laki-laki lain (kawin 
tambelan) yang telah mengawini ibunya, tidak bisa menjadi wali nikahnya anak hasil 
zina tersebut, karena salah satu faktor untuk menjadi wali dalam perkawinan adalah 
hubungan nasab, sedangkan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan 
bapak zinanya. 

Sedangkan menurut KHI anak dapat dinasabkan pada orang tua laki-lakinya, 
karena anak tersebut dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, 
orang tua yang menyebabkan kelahirannya dapat menjadi wali nikah anak hasil zina, 
karena anak  bisa dinasbkan pada laki-laki tersebut. 

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Normatif, 
yaitu dengan pendekatan terhadap masalah yang diteliti yang berhubungan dengan 
pengaruh terhadap perwalian nikah anak hasil zina. Pendekatan lainnya adalah 
pendekatan yuridis hal ini diharapkan untuk dapat mengetahui aturan Kompilasi 
Hukum Islam yang sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia. 

Meskipun mereka mempunyai pendapat akhir yang sangat bertolak belakang, 
tetapi pada dasrnya mereka membolehkan manikahi wanita hamil akibat zina. 
Walaupun menurut imam Asy-Sya>fi’i> anak tersebut tidak dapat dinasabkan pada 
ayahnya, sedangkan menurut KHI anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya 
karena anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.     
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MOTTO 
 

 

7/‘ 4’<)ρ =ÁΡ$$ù Mîù #Œ*ù    *    =î‘ $$ù  

  

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

 

Kebenaran diri seseorang bukan pada apa yang ia nampakkan, 

tapi pada apa yang tak dapat ia ungkapkan. 

 

 vi@ 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KUPERSEMBAHKAN 

 

Bapak dan Ibu Tercinta 

 

Kupersembahkan keberhasilan pada hari ini kepada kedua orang tuaku 

tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kesabaran 

dan kasih sayang. Semua yang telah engkau berikan selama ini takkan 

mampu untukku bisa membalasnya. Tapi semoga keberhasilan ini bisa 

menghadirkan senyum bahagia kepada Bapak dan ibu. Karena kebahagian 

beliau adalah kebahagianku juga. 

 

Kakak dan Adikku Tersayang 

Untuk kakakku, Cak Din & Mbak Devi, Cak Son & Mbak Fidlo, Mbak Zila & 

Cak Nasik, buat adikku tersayang almarhum Masfiyah yang saat ini sudah 

berada di surga, serta buat sikecil Najla Syarifah, kuucapkan banyak 

terima kasih atas dukungan moril, cinta kasih dan juga do’a yang telah 

kalian berikan. 

 

Para Guruku 

Keberhasilan hari ini tidak dapat kugapai tanpa ilmu, petuah dan didikan 

yang telah kalian berikan semenjak aku duduk di bangku Taman Kanak-

kanak hingga Perguruan Tinggi. Semoga jasa-jasamu dalam mendidikku 

dapat menjadi amal serta mendapat imbalan yang layak dari yang maha 

kuasa, Amin.  

 vii@ 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 

1988. secara garis besar, uraiannya adalah sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

ب bā b be 

ت tā t te 

ث s |a > s\ es (dengan titik di atas) 

ج ji<m j je 

ح hā h ha (dengan titik di bawah) 

خ khā kh ka dan ha 

د dāl d de 

ذ żāl ż z (dengan titik di atas) 

ر rā r er 

ز zai z zet 
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س si <n s es 

ش syi <n sy es dan ye 

ص s ād s  es (dengan titik di bawah) 

ض dād d de (dengan titik di bawah) 

ط t ā t  te (dengan titik di bawah) 

ظ z ā z  zet (dengan titik di bawah) 

ع ‘ain ...‘... koma terbalik di atas 

غ gain g ge 

ف fā f ef 

ق qāf q ki 

ك kāf k ka 

ل lām l el 

م mi >m m em 

ن nūn n en 

و wāwu w we 

ه hā h ha 

ء hamzah ' Apostrof 

ي yā y ye 

 
2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

translitrasinya sebagai berikut: 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

----َ-- fathah a a 

----ِ--- kasrah i i 

----ُ--- dammah  u u 

Contoh: 

Kataba - آتب  yażhabu -  يذهب  

  - Su’ila    - żukira سئل ذآر  

b. Vokal Rangkap 

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

.َ... Fathah dan ya ai a dan i ى ...

...  وَ ....

  

Fathah  dan wawu au a dan u 

Contoh : 

آيفهول    - kaifa   - haula  
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda:  

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى ا َ ... ...... fathah dan alif ā a dengan garis di 

atas atau alif 

maksurah 

 

ى ِ -------

  

kasrah dan ya i i dengan garis di 

atas 

...  وُ ....

  

Dammah dan 

wawu 

ū u dengan garis di 

atas 

 

Contoh : 

قال  qāla      - qi<la -       قيل

رمى    ramā    – yaqūlu - يقول

 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua : 

a. Ta’ Marbutah hidup 

Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan d ammah, 

transliterasinya adalah (t). 

b. Ta’ Marbutah mati 

Ta’ Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).  
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   : Talhah Contoh – طلحة

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). 

Contoh :  raudah al-jannah -    ة الجنةروض

 

5. Syaddah (Tasdid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

itu. 

Contoh :   

ربّنا     - rabbanā 

نعمّ    - nu’imma 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال“,  

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. 

Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan tanda (-). 

 Contoh : 

     - al-Qalamu الرجل        ar-Rajulu -      القلم

  - al-Badi<’u السيد   as-Sayyidu - البديع
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7. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh : 

شئ  syai’un     -  umirtu -    أمرت

النوء    al-Nau’u  -  ta’khużūna -  تأخذون  

 

8. Penulisan Kata atau Kalimat  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata per 

kata. 

Contoh : 

وان االله لهو خير الرازقين     - Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqi<n 

كيل والميزانفاوفوا ال    - Fa ‘aufu al-Kaila wa al-Mi<zān 

 

9. Huruf  Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh 

kata sandang , maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contoh : 

 - Wa mā Muhammadun illā Rasūl  ا محمد الا رسول وم

  - Syahru Ramad ān شهر رمضان 
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حيمرال الرحمن االله بسم  

,  واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان لا اله الا االله وحده لا شریك لهاشهد, الحمد الله رب العا لمين 

  .اما بعد, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين 
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atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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kebaikan tersebut dapat menjadi amal saleh serta mendapat balasan dari Allah SWT, 

dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya, dan para pembaca 

pada umumnya. Amin, amin, amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

                                         Yogyakarta, 04 Jumadal Akhir 1429 H
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama ini di Indonesia telah menjadi kerancauan pemahaman dan 

penghayatan mengenai pengertian syari’ah dan fiqh. Banyak kalangan yang 

mengidentikkan fiqh sebagai syari’ah.1 Padahal jika ditelaah lebih dalam, 

antara keduanya tidak sama atau identik. Syari’ah merupakan hukum yang 

diwahyukan Allah SWT. yang tertuang dalam al-Qur’an dan al-Hadis| untuk 

disyari’atkan bagi manusia, sedangkan fiqh merupakan interpretasi mujtahid 

yang bersifat z{anni terhadap hukum syari’ah yang terikat dengan situasi dan 

kondisi yang melingkupinya.2

Fiqh senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat, 

maka dalam lapangan, fiqh ini terdapat beberapa aliran atau maz|hab, di 

antaranya yang paling dominan di dunia Islam dewasa ini adalah maz|hab 

H}anafi, Maliki, Sya >fi’i>, H}ambali, Zahiri, dan Syi’i. 

 Sebagai perkembangan selanjutnya, terdapat pemikiran beberapa 

tokoh muslim untuk menyusun sebuah kitab hukum (fiqh) yang bernuansa 

Indonesia atau fiqh ala Indonesia. Dari sini lahirlah apa yang disebut 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai usaha untuk mempositifkan hukum 

                                                 
1 M. Yahya Harahap, Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi 

Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional, cet. 
ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 21. 

   
2 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), hlm. 9.  
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Islam Indonesia yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh para hakim agama 

dalam mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata Islam tertentu di 

seluruh wilayah Indonesia.3  

Masalah anak merupakan masalah yang menjadi salah satu objek 

bahasan hukum syar’i> tak  terkecuali terhadapa anak luar nikah (anak zina) 

mereka sering mendapat predikat yang tidak menyenangkan dari masyarakat, 

yakni anak haram. Walaupun keberadaan di dunia bukanlah atas kehendaknya 

melainkan hanya sebagai akibat dari perbuatan nista orang tuanya. Akan 

tetapi, mereka yang mendapat predikat dan menyandang aib tersebut. Hal ini 

sebenarnya tidaklah wajar, karena Allah sendiri tidak membebankan dosa 

yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagaimana firmannya: 

ωρ4™©« μΖΒ ≅ϑt† ω $γ=Ηq 4’<) '#)WΒ í‰? β)ρ 2”z& ‘—ρ ο‘—#ρ ‘“?               

3ο 4θ=Á9 $# #θΒ$%&ρ =‹ó9$/ Νκ5‘ χθ±ƒ† ⎦⎪%!# ‘‹Ζ? $ϑΡ) ’1% #Œ β%. θ9ρ             

4 4Áϑ9# !# ’<)ρ ⎯μ¡Ζ9 ’1”Iƒ $ϑΡ*ù ’1“? ⎯Βρ4           

Walaupun dalam ajaran Islam sebenarnya tidak ada pembedaan status 

anak manusia, apakah ia lahir sebagai anak yang sah atau tidaka sah, karena 

yang menjadi standar perbedaannya adalah ketakwaan sebagaimana firman 

Allah:  

                                                 
 
3 Moh. Mahfud. MD (ed.), Wawasan Historis, Yuridis dan Politis Bagi Peradilan Agama 

dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata 
Hukum Indonesia, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. IX. 

 
4 Al-Fa>t}ir (35): 18 
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Ν39)?& !# ‰Ψã /3Β2& β)5      

Namun karena sebab keberadaan anak hasil zina ini menyalahi 

ketentuan syari’at, maka mau tidak mau anak dipaksa untuk menerima 

pelakuan yang kurang wajar tersebut, dan beban lain yang menyangkut hak-

haknya sebagai anak. 

Untuk mengurangi terjadinya anak luar nikah, di lingkungan 

masyarakat Indonesia, upaya yang biasa dilakukan apabila ada seorang gadis 

tanpa nikah adalah menikahkan wanita itu dengan pria yang menghamili atau 

dengan pria lain (seperti pada kawin tambelan atau penutup malu), karena 

masyarakat sudah menganggap cukup, apabila wanita tersebut telah menikah. 

Bahkan juga tidak ditetapkan adanya tenggang waktu antara waktu nikah dan 

waktu melahirkan anak. Asalkan pada waktu melahirkan, si perempuan telah 

mempunyai suami, maka anak itu adalah anak yang sah bukan anak yang lahir 

di luar perkawinan.6  

Di kalangan ahli hukum Islam, mengenai kebolehan menikahi wanita 

hamil masih menjadi perdebatan. Meskipun para ulama sepakat bahwa wanita 

hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagaimana 

firman Allah: 

8³Β ρ& β#— ω) !$γs3Ζƒ ω π‹Ρ#“9#ρ π.³Β ρ& πŠΡ#— ω) x3Ζƒ ω ’Τ#“9#7               

                                                 
5 Al-Hujura>t (49): 13   
 
6 R. Wirjono Prajodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, cet. ke- 7, (Bandung: Sumur, 

1980), hlm. 72.   
 
7 An-Nu>r (24): 3  
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  Mengenai status anak yang dilahirkan dari wanita hamil di atas atau 

anak hasil hubungan di luar nikah, di kalangan fuqaha juga berbeda pendapat. 

Kalangan Sya >fi’iyah berpendapat bahwa anak tersebut hanya mempunyai 

nasab dengan ibunya. Sedangkan menurut kalangan H}anafiyah anak tersebut 

dapat dihubungkan nasabnya dengan laki-laki yang menyebabkan 

kelahirannya.  

Adapun nasab anak yang dilahirkan dari perzinaan hanya mengikuti 

ibunya, bukan ayahnya, walaupun secara biologis anak tersebut dari ayahnya. 

Landasan ini diambil dari hadis| nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

dari Abu> Hurairah: 

8الولد للفراش وللعاهر الحجر

Lebih lanjut, menurut Imam Asy-Sya>fi’i> seperti halnya dalam 

pandangan maz |hab Maliki, zina tidak menyebabkan adanya hubungan 

mus }aharah antara ayah biologis dengan anaknya. Maka boleh bagi laki-laki 

yang berzina dengan seorang wanita menikahi ibu dari wanita tersebut 

maupun anaknya.9 Dalam hal ini maz|hab Sya >fi’i > mendasarkan pada suatu 

hadis| nabi yang menyatakan bahwa suatu yang haram tidak dapat 

mengharamkan suatu yang halal.10

                                                                                                                                      
 

8 Abi Husein Muslim Ibnu Hajar al-Qusairi an-Naesaburi, S}ahih Muslim, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1993), 1: 677, hadis| nomor. 6458.   

 
9 Al-Gazali, al-Wasit fi al-Maz |ahib, Edisi Muhammad Tamir, cet. ke-1, (Kairo: Dar al-

Salam, 1317 H/1997 M), V: 107. lihat juga al-Syairazi, al-Muhaz|z|ab Fi Fiqh Maz|hab al-Imam al-
Sya>fi’i>, (Surabaya: Ahmad bin Said bin Nabhan, tt.), II: 43.    

 
10 Ibid. 
  

 @ 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 5

Status atau nilai anak yang lahir di luar nikah (lahir akibat zina) 

eksistensinya tetap sebagai hamba Allah SWT. tetap suci seperti anak yang 

lahir dari perkawinan yang sah. Predikat sebagi anak  haram yang di 

alamatkan kepada anak zina bukanlah ajaran Islam. Predikat tersebut hanya 

dibuat oleh orang, dengan maksud agar orang takut akan perbuatan zina yang 

nista itu, sebagai penyebab utama lahirnya anak di luar nikah.11

Adapun pemikiran al-Sya >fi’i> tentang kebolehan menikahi anak hasil 

zina berdasarkan hadis| yang berbunyi:12

  لا يحرم الحرام الحلال

Pada hakekatnya anak hasil zina itu tidak ada hubungan mahram 

dengan sang ayah, karena itulah sang ayah boleh menikahi anak zina tersebut, 

walaupun dia menikahi ibunya. Karena itulah Imam Asy-Sya>fi’i > mendasarkan 

pendapatnya pada hadis| di atas, di mana anak zina itu yang asalnya halal tidak 

bisa dijadikan mahram, sekalipun sang ayah menikahi ibunya. 

Asas yang dianut KHI bahwa anak yang tidak sah (anak luar kawin) 

tidak dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya yang selanjutnya 

berimplikasi kepada tidak adanya hubungan saling mewarisi dan adanya wali 

nikah anak hasil zina tersebut. Namun status anak luar nikah di sini menjadi 

kabur jika dilihat ketentuan pasal 99 yang menyatakan bahwa: 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 
perkawinan yang sah ”. 

                                                 
11 Kedudukan Anak di Luar Pernikahan, “Mimbar Ulama, Tahun III, Mei 1978, (Jakarta: 

Dewan pimpinan MUI, 1978), hlm. 22. 
  
12 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t), I: 662, Bab La Yuharrimu al- 

Haram al-Halal, hadis| riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar.  
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Karena ada kemungkinan bahwa seorang wanita atau istri tersebut sudah 

hamil lebih dahulu baru kemudian menikah, sabagai akibat dari perkawinan 

itu, maka anak yang dibenihkan dari hubungan kelamin di luar nikah itu 

menjadi sah sebagai akibat dari perkawinan orang tuanya.13

Jadi, seorang anak yang dibuahkan karena zina yang dilakukan oleh 

seorang wanita dengan seorang laki-laki kemudian wanita tersebut menikah, 

baik dengan laki-laki teman zinanya atau dengan laki-laki lain (kawin 

tambelan) maka anak tersebut menjadi anak yang sah dari pasangan suami istri 

tersebut, karena ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa anak yang lahir di dalam 

perkawinan yang sah meskipun anak tersebut dibenihkan dari perzinaan bisa 

jadi tidak termasuk dalam ketentuan pasal 100, karena dapat dikategorikan 

sebagai anak yang sah, sehingga anak inipun dapat dihubungkan nasabnya 

dengan ayahnya dan keluarga dari ayahnya. Karena itu pula anak tersebut juga 

mamiliki hubungan waris mewarisi dengan ayah dan ibunya begitu juga bila 

anak tersebut menikah maka ayah tersebut bisa menjadi wali nikahnya.  

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok 

masalah sebagai bahan penelitian dan pembahasan, yaitu: Siapa yang berhak 

menjadi wali nikah anak hasil zina menurut imam Asy-Sya >fi’i > dan KHI? 

 

                                                 
13 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), hlm. 148.   
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Untuk menggambarkan siapa yang berhak menjadi wali nikah anak 

hasil zina menurut imam Asy-Sya >fi’i > dan KHI. 

2. Kegunaan 

a. Untuk menambah wawasan penyusun dan pembaca dalam bidang fiqh 

khususnya tentang masalah wali dalam nikah anak hasil zina. 

b. Untuk menambah pemahaman penyusun dan para pembaca nanti 

mengenai anak hasil zina, kedudukan dan siapa yang berhak menjadi 

wali nikah menurut Imam Asy-Sya>fi’i > dan KHI. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari agar tidak terjadi duplikasi dalam penyusunan 

skripsi ini, penyusun berusaha melacak data yang berkaitan dengan objek 

pembahasan skripsi ini, baik berupa artikel maupun karya tulis yang lain 

seperti: 

Skripsi Muhammad Arief Setiawan “Status Wali Nikah Bagi Pelaku 

Incest” menyebutkan wali (dari anak yang akan menikah) sebagai pihak yang 

memiliki peran penting dalam perkawinan. Untuk melakukan sebuah 

pernikahan, eksistensi wali nikah sangat diharapkan terutama dari pihak 

perempuan. Akan tetapi bagi seorang pelaku incest tidak diperbolehkan 

menjadi wali karena ia termasuk dalam kategori orang  fasiq dan dicabut hak 

perwaliannya untuk dialihkan kepada wali yang lain. Meskipun demikian, wali 
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termasuk dalam salah satu syarat perkawinan, tanpa adanya wali hubungan 

perkawinan (anak) tidak terjadi secara otomatis.14

Skripsi mahasiswa yang bejudul “Status kewarisan anak yang lahir 

dari perkawinan wanita hamil menurut KHI ditinjau dari Fiqh Maz|hab.” 

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Edi Marbawi. Isi dari skripsi ini adalah 

membahas masalah kewarisan anak yang lahir diperkawinan wanita hamil 

dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sebagai tinjauannya dan 

tidak menggunakan KUH Perdata sebagai analisis perbandingan lainnya.15

Artikel yang berjudul Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut 

Undang-undang No 1 Tahun 1974, oleh Drs. H. Taufiq, SH. Namun tulisan 

tersebut membahas dan mengulas masalah anak zina dan nasab anak. Tidak 

menjelaskan secara sistematis dan mendalam tentang perbedaan konsep zina 

serta implikasinya yang mungkin timbul dari hukum Islam terhadap hak 

perwalian nikah anak tersebut.16

Fathurrahman Djamil, dalam bukunya yang berjudul “pengakuan 

anak luar nikah” dalam problematika Hukum, menyebutkan bahwa perwalian 

tidak dapat dilakukan bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, dan ibu atau 

                                                 
14  Muhammad Arief Setiawan, “Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest”, skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). 
 

15 Nur Edi Marbawi, “Status kewarisan anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil 
menurut KHI ditinjau dari Fiqh Maz|hab”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2004). 

   
16 Taufiq, “Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 

dalam Mimbar Hukum No. 19 Thn. VI 1995, hlm. 36.  
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z |aw al-arh|am lainnya, karena as}abah dalam waris dilakukan berdasarkan 

nasab.17    

Dari penulisan yang telah penyusun lakukan, belum ditemukan objek 

kajian yang sama dengan apa yang penulis bahas. Menyangkut masalah 

perwalian nikahnya anak hasil zina menurut imam Asy- Sya >fi’i >. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam nasab dan wali nikah anak 

hasil zina mempunyai ketentuan yang berbeda-beda sesuai predikat yang 

disandangnya. Apakah sebagai anak alami, anak sandang atau anak zina. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Pada dasarnya setiap manusia menurut ajaran Islam dilahirkan dalam 

keadaan bebas dan suci, memiliki kedudukan dan martabat yang sama nilainya 

sekaligus merupakan makhluk tuhan yang paling terhormat di muka bumi. 

Kemulian manusia merupakan hak alami setiap manusia. Oleh karena itu, 

tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, apalagi 

dihancurkan. Ini berlaku terhadap semua manusia siapa saja, laki-laki atau 

perempuan, muslim atau bukan. Di dalam hadis| juga disebutkan: 

     18 ما من مولود الا يولد على الفطرة

Maksud dari hadis| tersebut adalah setiap manusia yang lahir ke dunia 

pada prinsipnya tetap sebagai hamba Allah SWT. yang suci (fitrah) dan 
                                                 

17 Fathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah”, dalam H.J. Chuzaimah 
T.Yanggo dan  H.A. Hafiz Anshary, (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 110-112. 

 
18 Imam Muslim, Sahih Muslim, “ Bab Ma’na kullu maulu>din Yu>ladu’ala al-Fitrah wa 

Hukmi Mauti Atfal al-Kuffar wa  Atfal al-Muslimin”, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) VII: 53.  
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mempunyai hak hidup dan hak asasi yang sama, tanpa memandang apakah ia 

lahir dari kedua orang tua yang beragama Islam, Yahudi, Nasrani, dan Majusi 

ataupun dari pasangan suami istri yang sah atau tidak sah. 

Universalisme Islam melampaui semua perbedaan manusia. Ia 

membebankan berbagai nilai yang dianggap sumber normatif nilai; suku, 

agama, tanah air, etuis, jenis kelamin dan kebudayaan. Universalisme Islam 

dengan begitu memberikan makna kesederajatan manusia di hadapan tuhan.19  

Namun, pernyataan di atas akan sangat bertolak belakang jika 

dikaitkan dengan apa yang dialami oleh anak luar nikah (anak hasil zina) 

yakni anak yang timbul atau lahir dari perkawinan yang tidak sah.20 Ia 

mendapat berbagai macam predikat yang tidak menyenangkan dari 

masyarakat, antara lain sebagai anak zadah, anak haram, anak kampang dan 

lain-lain. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa ketentuan yang tidak 

terpenuhi sebagai persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai anak yang sah, 

sehingga sebagai seorang anak, ia dianggap kehilangan atau minimal 

terkurangi hak-haknya, walaupun sebenarnya ia tidak bersalah dan tidak 

berdosa, karena di dalam ajaran Islam tidak mengenal konsep dosa turunan, 

sebagaimana firman Allah: 

3“z& ‘—ρ ο‘—#ρ ‘“? ω&    21  

                                                 
19 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, 

cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 157 
  
20 Fuad Mohd. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak 

Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina), cet. ke-II, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 80. 
  
21 An-Najm (53): 38. 
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Oleh karena itu, ia pun terpaksa harus menerima perlakuan yang tidak 

seimbang atau bisa dikatakan tidak adil jika dibandingkan dengan anak-anak 

sah lainnya, di antaranya sebagaimana yang dinyatakan oleh mayoritas ulama, 

tidak terkecuali para Imam maz|hab. Mereka menyatakan bahwa anak zina 

kehilangan hak untuk waris mewarisi bahkan hak nafkah dari pihak bapaknya, 

karena dianggap tidak mempunyai hubungan nasab yang sah dengannya.22 

Bahkan didasarkan kepada sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat 

atau melanggar peraturan yang ada sanksi hukumnya. Sesuatu yang 

berdasarkan kepada yang batil maka batil pulalah hukumnya.23

Namun tidak semua ahli hukum Islam sepakat dengan pendapat ini, 

karena dalam al-Qur’an sendiri tidak ada ayat yang membicarakan tentang 

anak zina ini secara sharih (jelas), baik tentang kedudukan nasabnya dengan 

orang tuanya maupun kedudukannya sebagai ahli waris. Para ulama yang 

memiliki pandangan berbeda tersebut di antaranya adalah Ishak Ibnu 

Rohawaeh, Hasan al-Bishri, Ibnu Sirin, Sulaiman bin Yasar.24 Demikian pula 

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah mereka berpendapat bahwa yang menjadi 

dasar dari nashab anak tersebut adalah pengakuan dari pihak bapak. Sehingga 

dari pengakuan itu menjadi jelaslah nasabnya walaupun anak itu hasil dari 

zina.25

                                                                                                                                      
  
22 Muhammad Yusuf Musa, at-Tirkah Wa al-Miras Fi al-Islam, (Qahirah: Da>r al-

Ma’rifah, 1967), hlm. 359.  
 
23 Fuad Mohd. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, hlm.80. 
   
24 Ibnu Qudamah, al-Mugni, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah, tth.), VI: 266.  
 
25 Muhammad Yusuf Musa, at-Tirkah Wa al-Miras Fi al-Islam, hlm. 538. 
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Dalam menyikapi pertentangan antara KHI dengan Asy-Sya >fi’i > 

kiranya bisa diperhatikan konsep tentang ta’arud wa al-tarjih. Abd al-Wahab 

Khallaf dalam pembahasan tentang al-ta’arud wa al-tarjih menyatakan bahwa 

al-ta’arud secara etimologis adalah pertentangan antara dua hal. Sedangkan 

secara terminologis ta’arud di sini adalah pertentangan antara dua dalil 

(ketentuan) yang menyangkut sebuah persoalan. 

Abd al-Wahhab Khalaf menyebutkan, dalam merespon persoalan 

seperti ini maka yang perlu diperhatikan adalah bagimu perlu melakukan 

perdamaian atau pengkompromian (al-jam’u wa al-taufiq) terhadap kedua 

ketentuan ini. Kalau memang tidak bisa dilakukan maka dilakukan upaya 

tarjih atau pengunggulan satu dalil itu. Jika memang tidak bisa dilakukan 

pengunggulan maka dilakukan penelitian historis untuk mengetahui mana 

yang lebih dahulu dan mana yang belakang. Sehingga di sini berlaku 

ketentuan nasikh dan mansukh. Kalaupun masih tidak bisa maka kedua 

ketentuan tersebut diabaikan.26

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf juga, untuk pengunggulan (tarjih) 

antara dua pandangan yang saling bertentangan, maka penelitian yang bisa 

dilakukan adalah pada dalil-dalil yang digunakan. Jika dalil yang digunakan 

salah satu pandangan itu lebih kuat, maka pandangan ini diunggulkan 

ketimbang pandangan yang lain. Tolak ukur yang lainnya adalah tingkat 

kejelasan petunjuk dalil (wadih al-dalalah) dalam menjelaskan sebuah 

persoalan. Tolak ukur lainnya yang bisa digunakan adalah pada level 

                                                                                                                                      
  
26 Abd. Wahhab Khallaf, Ilmu Us}u >l al-Fiqh, (Kuwait: Da>r al-Qalam, 1978), hlm. 229  
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kemaslahatan dari sebuah pandangan itu sendiri terhadap umat manusia. 

Artinya, ketika sebuah pandangan itu memiliki nilai maslahat yang itu sejalan 

dengan maqa>sid al-syari >’ah lebih kuat dibandingkan pandangan yang lain 

maka pandangan itu lebih diunggulkan, selain itu masih banyak lagi tolak ukur 

yang digunakan untuk melakukan tarjih. 

Dalam konteks perbedaan pandangan antara Imam al-Sya>fi’i> dan KHI 

tentang anak hasil zina serta pengaruh terhadap wali nikahnya, penyusun 

menemukan bukti bahwa pandangan Imam al-Sya>fi’i > itu dilandasi oleh 

sumber al-Qur’an dan sunnah yang sangat kuat. Imam al-Sya>fi’i > berusaha 

untuk merujuk langsung pada ketentuan al-Qur’an dan sunnah. Sementara 

pada KHI tidak ditemukan adanya landasan argumentasi yang jelas. Dalil-dalil 

dalam al-Qur’an dan Sunnah juga tidak dijumpai dalam KHI. Sehingga di sini 

bisa dinyatakan bahwa dalil-dalil dari al-Sya >fi’i> lebih kuat dan unggul 

dibandingkan KHI. 

Ibnu Hazm mengatakan tidak halal seseorang perempuan menikah 

tanpa seizin walinya, baik perempuan tersebut masih gadis atau sudah janda.27 

Demikian pula dengan pendapat-pendapat para ulama fiqh lain bahwa tidak 

sah pernikahan tanpa adanya wali, dan wali yang lebih afd}al adalah wali nasab 

yang di antaranya adalah bapak, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas. 

Kemudian paman yakni saudara sekandung ayah/saudara seayah serta 

keturunan anak laki-laki mereka dan seterusnya akan tetapi apabila mereka 

                                                 
27 Ahmad bin Sa’id bin Hazm, al-Muh}alla, cet. ke-1, (ttp.: Da>r al-Fikr, t.t), IX: 451  
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semua tidak ada, maka hak perwalian ada pada hakim, sebagaimana hadis| 

riwayat Abu Daud: 

     28فالسلطان ولي من لاولي له 

Wali hakim yakni seorang wali dari hakim, qadi, kepala pemerintah 

penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang oleh kepala Negara untuk 

menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya.29 Selain seorang 

penguasa siapa saja dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan 

yakni seorang yang memang dipilih dan dipercaya untuk menikahkan dan 

memenuhi syarat-syarat sebagai wali dalam akad nikah sebagai pengganti wali 

aqrab atau pengganti penguasa yang disebut juga sebagai wali tahkim atau 

wali muhakkam. 

Dalam penetapan suatu masalah hukum, jika terdapat manfaat dan 

mafsadat, maka yang diutamakan adalah menolak kemafsadatan atau 

kerusakan, karena kerusakan akan membawa pada hilangnya manfaat.30 Suatu 

permasalahan yang mafsadat diperbolehkan, demi tercapai suatu 

kemaslahatan. 

   جلب المصالحدرءالمفاسد مقدم على

31 الضرورات تبيح المحضورات

                                                 
28 Abu Daud, Sunan Abi Daud, Hadis| nomor 2084, kitab an-Nikah, bab al-Wali, hadis | 

riwayat Abu Dawud dari ‘Aisyah. (Beirut: D <ar al-Fikr, t.t.) hlm. 229. 
  
29 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat, cet. ke-1, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 1999), hlm. 92.  
 
30 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliah Dan Fiqhiyah: Pedoman dasar dalam 

istinbat hukum Islam, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 137.  
 
31 Hasbi Ash-Shidiqy, Pengantar Hukum Islam, cet. ke-1 (Semarang; PT. Pustaka Rizki 

Putra), hlm. 375.  
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F. Metode Penelitian 

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu 

metode yang sesuai  dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan 

cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan 

terarah demi mendapat hasil yang maksimal.32  Adapun metode yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian 

pustaka (library research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh 

dari pustaka, buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok 

permasalahan yang diteliti, yaitu tentang wali nikah anak hasil zina. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu 

menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti 

secara proporsional, kemudian dibandingkan melalui proses analisis. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena jenis penelitian ini library research, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan 

mengumpulkan data pustaka dari kitab-kitab fiqh, hadis |, dan undang-

undang yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat-

pendapat dan argumentasi tentang wali nikah anak hasil zina. Sedangkan 

                                                                                                                                      
 
32 Anton Bakker, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.  
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dari literatur-literatur umum lain adalah untuk memperoleh teori dan 

konsep serta informasi lain yang dapat menunjang. 

4. Pendekatan Penelitian 

a. Normatif 

Yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan 

mengkaji berdasarkan pendapat ulama, dalil-dalil yang mereka 

kemukakan serta norma hukum yang berlaku. 

b. Yuridis 

Yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti 

berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebagai 

hukum positif di Indonesia.  

5. Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis 

yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data 

dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang 

bersifat khusus. Di samping itu juga, digunakan metode komparatif untuk 

membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap masalah 

yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata 

urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan 
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dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada setiap bab terdiri beberapa sub-

bahasan. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi 

tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah. Pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan 

untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. 

Bab kedua membahas tentang gambaran umum anak hasil zina dan 

wali nikah. Pada bab ini dijelaskan tentang definisi, status dan kedudukan 

anak hasil zina serta dasar hukum wali dalam perkawinan, macam-macam dan 

tertib wali serta syarat-syarat wali nikah. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

gambaran umum serta modal informasi menuju inti penelitian.  

Bab ketiga membahas tentang pendapat imam Asy-Sya>fi’i > dan KHI 

tentang perwalian nikah anak hasil zina, yang mana setiap sub-babnya terdiri 

dari biografi kedua pendapat tersebut. 

Bab keempat berisi tentang analisis perbandingan pendapat antara 

imam Asy- Sya>fi’i > dan KHI tentang anak hasil zina terhadap hak wali dalam 

pernikahannya yang meliputi kedudukan dan siapa yang berhak menjadi wali 

nikahnya, yang ditinjau dari pendapat imam Asy-Sya>fi’i > dan Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia.  

Bab kelima merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang 

berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dan saran-saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sejauh dari pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Menurut pandangan imam Asy-Sya>fi’i >, secara syar’i, status anak hasil zina 

tidak mempunyai hubungan kenasaban dengan bapak zinanya. Maka boleh 

bagi laki-laki yang berzina dengan seorang wanita menikahi ibu dari 

wanita tersebut maupun anaknya, karena anak tersebut tidak termasuk 

dalam kategori perempuan yang haram untuk dinikahi, karena sperma dari 

hasil zina itu tidak ada nilainya sama sekali. Maka berarti jika anak 

tersebut manikah sudah barang tentu ayahnya tersebut tidak bisa menjadi 

walinya sama sekali, jadi sebagai pengganti wali nasab adalah wali 

muhakkam atau hakim. Sebab yang berhak menjadi wali dalam nikah 

adalah ahli waris ’as}abah, dan bukan orang-orang yang termasuk zaw al-

arh}am. 

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam, nasab anak wanita hamil akibat zina itu 

terhubung terhadap laki-laki yang menikahi ibunya, meskipun usia 

pernikahannya cuma sehari. Sehingga secara otomatis dia mendapatkan 

warisan dari ayahnya itu, dan jika menikah, maka ayahnya tersebut dapat 

menjadi wali dalam pernikahannya. Ketentuan KHI ini disebutkan pada 

pasal 99 poin a yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang 
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dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah 

ini sesuai pasal 53 ayat 1. 

3. Menurut imam Asy-Sya>fi’i >, anak dari wanita hamil di luar nikah tersebut 

dinamakan anak zina, alasannya bahwa sperma hasil zina itu sama sekali 

tidak dihargai, karena itu tidak menimbulkan mus }aharah. 

4. Sementara menurut KHI anak tersebut adalah anak luar nikah, karena anak 

itu lahir sebelum sang ibu melakukan pernikahan dengan laki-laki yang 

menghamilinya. Akan tetapi jika sang ibu tersebut melakukan pernikahan 

maka anak tersebut dinilai sebagai anak yang sah, bukan anak luar nikah 

lagi, karena lahir dalam perkawinan yang sah.   

 

B. Saran-saran 

1. Berdasarkan realitas yang ada, perzinaan sudah semakin merebak dan 

bahkan bagi suatu golangan tertentu sudah menjadi suatu kebiasaan. Oleh 

karena itu, sangat diperlukan adanya control sosial untuk meminimalisir 

adanya perilaku tersebut. Misalnya dengan mengadakan sanksi yang tegas 

terhadap perbuatan tersebut. Dan berbagai hal yang mendukung 

terlaksananya hubungan tersebut, agar pelaku zina menjadi jerah dan dapat 

menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitarnya agar lebih berhati-hati dan 

tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut. 

2. Agar seorang anak tidak mengalami goncangan karena gelar sebagai anak 

zina, maka sebaiknya orang yang berzina menikahi seorang wanita yang ia 

zinai selama hal itu bisa dilakukan. Karena selama ini kebanyakan orang 
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yang berzina tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu, 

karena merasa malu, dan ia tidak mau menanggung aib yang telah ia 

lakukan secara sadar tersebut. Dengan adanya peraturan ini niscaya setiap 

orang akan berhati-hati terhadap perbuatan zina, minimal ia tau dan 

mengakui bahwa si A adalah anaknya, walaupun hasil dari perzinaan. 

3. Perbuatan zina dapat mengacaukan hubungan kenasaban. Oleh karena itu, 

dengan diadakannya sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, diharapkan 

dapat terjaga nilai-nilai moral keagamaan, keutuhan keluarga akan lebih 

terjaga dan hubungan nasab dapat terpelihara dengan baik. 

4. Dengan tidak adanya hubungan mus }ahara sebagai akibat dari 

perzinaannya, maka laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan berbuat 

semaunya sendiri, tanpa menghiraukan norma, moral dan agama. 

Akibatnya banyak orang yang seenaknya mau berbuat tanpa mau 

bertanggung jawab. Dan sebagai akibat lebih lanjut, maka aborsi menjadi 

salah satu penyelesaian yang paling bagus. Padahal perbuatan tersebut 

dapat mematikan rasa kemanusiaan, dan itu artinya kejahatan baru telah 

dimulai. Dan degradasi moral akan menimpa ummat manusia seiring 

dengan semakin membudayanya perzinaan. Dalam kondisi yang seperti 

ini, maka salah satu cara untuk meminimalisir perzinaan yaitu dengan 

menerapkan adanya hubungan mus }ahara sebagai akibat dari perzinaan, hal 

itu berarti memaksa para pelaku perzinaan tersebut untuk 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perzinaan yang dimaksud di 

sini haruslah perzinaan yang hakiki.     
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